
 
 

 
 

 
 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

 
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

NOMOR :  2  TAHUN 2019 
 

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

 

Menimbang : a. 
 
 

 
 

 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, 
misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, 

sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan 
keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas 
Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat 

indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun 
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN); 
  b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023.  

    

Mengingat :   1. 
 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

        2. 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, 
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 

   3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

   4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

 

S A L I N A N 



   5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

  11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3). 

    

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
dan  

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
TAHUN 2018-2023. 

 

 
 

 
 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah lembaga 
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam 
penyelnggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah 

yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah. 

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat 

BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dan tanggung 
jawab dibidang koordinasi perencanaan pembangunan di daerah. 

8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 

depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 
sumber daya yang tersedia. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2018-2023, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi 
Kalimantan Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan 
2023. 

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, yang selanjutnya 

disingkat RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun 2018 sampai dengan 2023. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun 

 

BAB II 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

 

Pasal 2 

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Gubernur yang 
memuat tujuan, sasaram, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah 

dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat 
daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatid 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

(2) Rincian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan pembangunan 
daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas 
perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan dimaksud 

pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(3) RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra PD dan RKPD. 
 
 

 
 

 



(4) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : 
BAB I  : PENDAHULUAN 

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH  

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 
BAB V  : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  
BAB VI  : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 

DAERAH 
BAB VII  : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM 

PERANGKAT DAERAH 

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 
BAB IX  : PENUTUP 

 
 

Pasal 3 

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban mengarahkan pelaksanaan 

RPJMD dengan menggerakan semua potensi daerah secara optimal. 

(2) Sekretaris Daerah wajib mengkoordinasikan pelaksanaan program-program 

di dalam RPJMD. 

(3) Perangkat Daerah wajib menyusun RENSTRA PD sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD. 

(4) BAPPEDA wajib melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam 

proses penjabaran RPJMD kedalam RENSTRA PD. 

(5) BAPPEDA wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD. 

 

BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 4 

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD meliputi: 

a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan; 
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan; 

c. evaluasi terhadap hasil. 
 

Pasal 5 

(1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hruf a 

dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan 
kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi 
telah berpedoman pada RPJMN, RPJPD, dan RTRW Provinsi. 

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana 
dimaksud Pasal 4 huruf b digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan 
bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program 

prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka 
menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan untuk 
memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka 
menengah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan 

jangka panjang daerah provinsi. 
 



BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 6 

Dalam hal RPJMD Tahun 2018 – 2023 telah berakhir dan RPJMD periode 

berikutnya belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 disusun 

dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat. 
 

Ditetapkan di Pontianak 

pada tanggal  5  Maret  2019 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

 

 

SUTARMIDJI  

Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal  5  Maret  2019 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 

 

 

 

SYARIF KAMARUZAMAN 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR …. 

NO. REG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT:  …. /2019 

 

 

 

 

 


